(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

Sl

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam
perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim
sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara
perdata, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk
memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat,
keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara
pidana atau perdata yang bersangkutan dengan
keterangan yang diminta.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 88

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah dan retribusi, sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang mengenai Hukum Acara
Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah dan retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah dan retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah dan retribusi;
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e. melakukan penggeledahan untukmendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumenlain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.  menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
dan retribusi.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Pidana
Pasal 89

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan,
sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan,
sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 90

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat
dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir
atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang
bersangkutan berakhir.

Pasal 91

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban
membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati,
sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan
data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 merupakan pendapatan
negara.

Pasal 94

(1) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban
pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif
berupa denda.

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan
rupiah untuk setiap STPD.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dikenakan bagi wajib pajak yang
mengalami keadaan kahar (force majeure)

(4) Besaran sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah).
(5) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) meliputi:
a. Bencana alam;
b. Kebakaran;
c. Kerusuhan massal atau huru-hara;
d. Wabah penyakit.
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Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 95

Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak
memenuhi kewajiban di bidang perpajakan daerah dan
retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau
kenaikan Pajak atau Retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 96

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban
pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan kenaikan Pajak.

Wajib Pajak yang sudah melaksanakan kewajiban
pelaporan SPTPD tetapi tidak melakukan pembayaran
setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administratif

berupa bunga.

Dalam hal pembetulan SPTD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD
harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum
kedaluwarsa penetapan.

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan
SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan
Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif
berupa bunga.

Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa bungasebesar 1% (satu persen) per
bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung
dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
1 (satu) bulan.

Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
pokok Pajak yang kurang dibayar.
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Pasal 97
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor,
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan
Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dalam peraturan daerah yang disusun
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap
berlaku sampai dengan S Januari 2025;

b. Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen
PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB mulai
berlaku efektif tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 98
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang
milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan
perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa
perjanjian;

b. Seluruh penerimaan Pajak yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang
ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
belum dibagihasilkan, tetap dibagihasilkan berdasarkan
Peraturan Daerah mengenai bagi hasil Pajak yang
ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan
Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 85, hanya
dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya
pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara
yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas
s dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011
Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 1
Seri B);

b. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah
dengan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri C);

2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepuluan
Bangka Belitung Nomor 81);

c. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2021 Nomor 2 Seri C); dan
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d. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2018 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2021Nomor 1 Seri C).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
PARAT HIERAIKHIS pada tanggal 17 by ar 202
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o Pj. GUBERNUR
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pada tanggal !9 lcbvuew 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KERULAUAN BANGKA BELITUNG,

NAZIARTO

LEMBARAN D#fERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024
NOMOR | [BERI P

NOREG PERQTURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: (2-64/2024)
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR & TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
I. UMUM

Indonesia sebagai negara kesatuan yang memilih sistem desentralisasi
dalam hal hubungan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan
Daerahnya memiliki konsekuensi adanya otonomi daerah yang dimiliki oleh
masing-masing Pemerintah Daerah. Maka dari itu, daerah-daerah diberikan
kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu daerah provinsi
yang memiliki otonomi tersebut tentu membutuhkan biaya dalam
pelaksanaannya, sebab tidak mungkin otonomi daerah dapat berjalan apabila

Pemerintah Daerah tidak memiliki biaya untuk menyelenggarakan otonomi
tersebut.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal

telah membuka peluang yang
luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan daerah sesuai den

gan kearifan lokal dalam kerangka NKRI.
Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat

mengakselerasi pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Indonesia. Dalam dua dasawarsa terakhir, sistem desentralisasi fiskal telah

menghasilkan berbagai capaian yang cukup membanggkan. Namun, di sisi
lain masih terdapat beberapa hal yang perlu di

kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahu

sumber daya nasional yang lebih efisien,
berkeadilan.

urusan pemerintahannya baik dal

kewenangan untuk membelanjakan pendapatan tersebut,
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II.

st G

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber utama dari pendapatan
asli daerah, yang merupakan hal yang sangat penting bagi terselenggaranya
otonomi daerah. Tanpa adanya kewenangan untuk memungut Pajak dan
Retribusi Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daecrah dipastikan akan
terhambat sehingga akan berdampak terhadap pemenuhan kesejahteraan
masyarakat di Daerah.

Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang sebelumnya didasarkan
pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah saat initelah diganti oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Daerah, yang mana dalam Undang-Undang tersebut, cukup banyak
mengubah ketentuan-ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi Dacrah. Maka
dari itu, Perda Pajak dan Retribusi sebelumnya perlu dilakukan beberapa
penyesuaian dengan Undang-Undang tersebut, atas dasar tersebutlah,
Peraturan Daerah ini dibentuk.

Kewajiban bagi Pemerintahan Daerah untuk membentuk satu Peraturan
Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah diatur dalam Pasal 94 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang memerintahkan bahwa Jenis Pajak dan
Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib
Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat
penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak,
serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi
ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan
Retribusi di Daerah.

Selain muatan-muatan yang diwajibkan dalam Pasal 94 tersebut,
Peraturan Daerah ini juga akan memuat pengaturan terkait tata cara
pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai landasan bagi Pemerintah
Daerah untuk melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
Makadariitu, ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi Ketentuan
Umum, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Cara Pemungutan Pajak dan
Retribusi Daerah, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah,
Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
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Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan
hukum antara orang pribadi atau Badan dengan Kendaraan
Bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti
kepemilikan atau dokumen yang sah
Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan
dan/atau penguasaan fisik Kendaraan Bermotor oleh orang
pribadi atau Badan dengan bukti penguasaan yang sah
menurut ketentuan perundang-undangan
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
ayat (1)

BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama Kendaraan
Bermotor, sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya

atas Kendaraan Bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan
merupakan objek BBNKB.

ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
huruf a
Cukup jelas
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